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Kata
Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas
segala rahmat, taufig dan hidayah-Nya yang telah
dilimpahkan kepada keluarga besar Pengadilan Agama
Prabumulih, sehingga dapat menyelesaikan Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini.

Laporan ini menguraikan tentang pelaksanaan tugas
Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun 2022 yang
meliputi bidang teknis vyustisial, pembinaan sumber
daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana dan
prasarana, teknologi informasi, peningkatan pelayanan
publik, serta pengawasan internal. Disamping sebagai
alat pengukur keberhasilan kinerja yang telah
dilaksanakan pada tahun 2022, laporan ini juga sebagai
bentuk pertanggungjawaban kami kepada Pimpinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang, agar

dapat dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna pelaksanaan tugas yang akan datang serta
sekaligus sebagai informasi kepada pihak yang berkepentingan.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini dibuat berpedoman pada surat
Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2876/SEK/OT.1.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022
tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Akhirnya, dengan disusunya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini kami berharap
laporan ini dapat memberikan manfaat bagi jajaran Pengadilan Agama Prabumulih dan seluruh
pihak yang berkepentingan. Dalam kesempatan ini pula, kami menyampaikan terima kasih
kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Prabumulih atas kerja keras dan usaha dalam

mewujudkan visi dan misi sepanjang tahun 2022.
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PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan salah satu rangkaian kegiatan
yvang harus dilakukan satuan Kerja setiap tahun dan merupakan bentuk manifestasi
dari evaluasi semua rangkaian kegiatan, atau tugas pokok dan fungsi yang telah
dilaksanakan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas fungsional,
tugas struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam
Laporan Pelaksanaan Kegiatan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program
yang telah direncanakan serta dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai
bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun secara hierarki merupakan
bahan untuk menyusun berbagai keputusan dan kebijakan yang diperlukan sehingga
dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan prioritas guna
menunjang tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan suatu bentuk pertanggung
jawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam setahun. Hal ini menjadi salah satu upaya
sebuah institusi berpartisipasi mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good
governance). Salah satu perkerjaan rumah yang merupakan rutinitas tahunan ini
merupakan salah satu bentuk manifestasi dalam melakukan evaluasi terhadap seluruh
rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan
yvang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain

> sebagainya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program
yvang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai pedoman dalam
menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu Laporan Pelaksanaan
Kegiatan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai
kebijaksanaan agar dapat menarik sebuah langkah yang lebih tepat dan sesuai dengan

kebutuhan. N\
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A. Kebijakan Umum

TUGAS

Pengadilan Agama Prabumulih sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang peradilan agama.

-~ 0 Q 2 Q Mm

Memberikan pelayanan teknis Yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.

Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan
peninjauan kembali (PK) serta administrasi peradilan lainnya.

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan
Pengadilan Agama.

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam
pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana
diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-UndangNomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama.

Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian
harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito
atau tabungan, pensiunan dan sebagainya.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
memberikan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.
Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan
Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah
diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
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Pengadilan Agama Prabumulih
merupakan pengadilan di tingkat
pertama dalam wilayah yurisdiksi
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
dan berpuncak pada Mahkamah
Agung. Pengadilan Agama
Prabumulih  didirikan  berdasarkan
surat Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2016
tanggal 26 Aprii 2016 yang
diresmikan Operasional nya oleh
Ketua Mahkamah Agung Pada tanggal
22 Oktober 2020. Pengadilan Agama
Prabumulih merupakan Pengadilan
Tingkat pertama dalam wilayah
yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama
Palembang yang berjarak sekitar 96
km dari ibu kota Provinsi Sumatera
Selatan yaitu kota Palembang.

Secara administratif Kota Prabumulih luas
wilayahnya 434,46 Km2 terdiri dari 6 Kecamatan

W Prabumulih Barat

Prabumulih Timur

|

Prabumulih Utara

Prabumulih Selatan

Rambang Kapak Tengah

u
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MAHKAMA Li AGUNG

Visi adalah suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk
mewujudkan tercapainya tugas pokok
dan fungsi Pengadilan Agama
Prabumulih. Visi Pengadilan Agama

Prabumulih mengacu pada visi
Mahkamah Agung, yaitu

“Tewujudnya Pengadilan
Agama Prabumulih

yang agung”

Misi adalah sesuatu yang harus
atau dilaksanakan sesuai visi
ditetapkan agar tujuan organisasi
terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk
mencapai dan mewujudkan visi tersebut,
Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan
misi yang harus dilaksanakan. Misi
Pengadilan Agama Prabumulih adalah:
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1. Kemandirian

2. Integritas

3. Kejujuran

5. Akuntabilitas

6. Responsibilitas

7. Keterbukaan

8. Ketidakberpihakan

AKUNTABILTAS

9. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

MAHKAMAH AaUNo

m

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang telah
dilaksanakan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya bertujuan untuk
meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan membentuk SDM aparatur peradilan yang profesional. Salah
satu area perubahan yang bertujuan pada Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya Pola Pikir dan Budaya
Kerja dimana kedua hal tersebut selaras dengan tata nilai Mahkamah Agung. Implentasi dari hal tersebut
akan terlaksana jika muncul dari dalam internal individu bukan dari karena faktor eksternal. Untuk
membentuk Birokrat dan Birokrasi yang efektif, efisien dan produktif serta profisional maka penerapan
nilai-nilai organisasi yang diyakini kebenarannya harus menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-
hari di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya. Oleh karena itu 8
(delapan) nilai utama Mahkamah agung harus tertancap kuat dan diimplentasikan dalam pikiran, ucapan,
serta tindakan setiap individu dalam kehidupan beroganisasi dan pola pikir yang melayani masyarakat,

profesionalitas kerja yang tinggi dang berorintasi hasil.

NILAI - NILAI ORGANISASI

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
DAN PERADILAN AGAMA SELURUH INDONESIA
Pesan Moral Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
(Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H)

PER L UK R PELAYANAN PRIMA PROFESIONALISME KEDISIPLINAN REGTPEE ) DAl

ALLAH SWT DIANDALKAN
(GRATEFUL) (EXCELLENT SERVICE) (PROFESIONALISM) (DESCIPLINE) (CREDIBLE)

CAKAP DAN TERAMPIL
(COMPETENT)

Pada hakekatnya segala | Perlakukan orang lain seper-  Menunjukan keahlian dan  Kefaafan pada perafuran, | Manusia yang bekeria (Homo

yang ferjadi adalah ataske-  fi Anda ingin diperlakukan  kecintaan seseorang ferha- standar, sistem & fatakerja | Fober Hannah Arendt) selalu
hendak Allch SWT, semua  (The Golden Rule). Buatioh  dap pekerjoannya, kese-  lembaga yang sudah ﬁéﬂ?ﬁﬁ;ﬁf“’éa’;‘f"zﬁ"g";
yang kita dapatkan adalah | orang lain puas, maka  diaan unfuk bekerja lebih  difefapkan serfa keberani- 9

lingkungannya. Dengan
karena kuasa dan karunia  Anda akan dipuaskan CLOTELE e, o

Aliah SWT, kebaikan dan ke-

dari yang diharapkan, dan  an unfuk kedi-
ferus menerus melakukan  siplinan,
perbaikan secara proaki

jawabnya secara ikhlas, di-
siplin, konsisten dan profesion-
al, maka ia akan dapat diper-
caya dan dopat diandalkon

a Ppada kebu-
tuhan pencari keadilan.
b Mengenfspcsi kebuts-
han pencari keadilan se-

pada Tuhan YME. Oleh
karena itu kita waijib ber-

syukur kepada Allch SWT. [Bs ke tmintal oleh orang lain.
c. Fleksibilitas demi pencari R
keadilan “Menmiliki Integritas, Sadar Ber-

organisasi, Memiliki Loyalitas”

KEUNGGULAN
KOMPETITIF
(COMPETITIVE) (CARING)

KEPEDULIAN TERHADAP KETERBUKAAN

(TRANSPARENCY)

KEBERSAMAAN INOVASI
(TOGETHERNESS) (INNOVATION)

DI jaman modern yang serba Kesediaan unfuk bersa-  Kebufuhan dan Harapan

fidok pasti (fubulence world), ma-sama bekerja keras,  Stakeholders selalu mening-
yang dbutuhkan adolah ke- saling banfu membanfu  kat, sehingga diperlukan
beranian menghadapi tanta- dan berpartisipasi dalam inovasi untuk memenuhi ke-
ngan. Adversiy Quotient (Paul menciptokan suasana kefia  butuhan dan harapan

G. Stoltz) mengubah ancaman
menjadi peluang, unfuk selalu
berkembang dan berubah
menjadi lebih baik lagi, menja-
dithe winner.

yang menyenangkan. stakeholders fersebut,

“Percaya Diri, Kreatif, Inovatif,
Bertindak Cepat”

Badan
Peradilan

Nilai-nilai
Peradilan Agama dan
Agama Se-lndonesia sesuai Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
RI Nomor 3170 Tahun 2019.

organisasi

Tujuan Dirjen Badilag, Bapak Dr. Drs.
H. Aco Nur, SH, MH. dari
disusunnya nilai-nilai organisasi ini
adalah dalam rangka meningkatkan
kinerja dan mewujudkan pelayanan
prima di lingkungan Dirjen Badilag
dan Peradilan Agama Se-Indonesia

N\




STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Prabumulih sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim. Selain itu ada unsur
Kepaniteraan serta Kesekretariatan.

Untuk bidang Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, terdiri atas:

a. Panitera Muda Permohonan;

b. Panitera Muda Gugatan; dan

c. Panitera Muda Hukum.

Sedangkan untuk bidang kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris
KesekretariatanPengadilan Agama Marisa, terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Keuangan.

b. Subbagian Kepegawaian,Organisasi, dan Tata Laksana;

c. Subbagian Perencanaan,Teknologi Informasi, dan Pelaporan yang saat ini masih kosong

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

KETUA
LUKMIN, §.Ag., M.E

O — WAKIL KETUA
Enuﬂnm,l,' TUNIZAR HIDAYATI, §.H.1

n FIQHAN HAKIM, 5.H.1

PANITERA SEKRETARIS
AHMAD 1,5, Ag §. Kom
| |
T t 1 [ I |
PANMUD HUKUM PANMUD GUGATAN PANMUD PERMOHONAN KASUBAG PERENCANAAN EASUBAG UMUM DAN KASUBAG KEPEGAWAIAN
IT & PELAPORAN KEUANGAN & ORTALA
RIZKI AMELIA, 8.E., 5.1, HAFISL, 5. H ALMUALLIF, 5. Ag D MARTANTO, .Kom RO e

| | |
STAF

= STAF PANITERA PENGGANTI @ L
[FMDAH WARTU RAMADEANT A M4
SITI NUR ZHAFIRAH, 8. 8 @ T PERA TUNIATI, 5.0
g e
" JURUSITA - 1 | SILVY MONICA, AMd
AFRILIA ANDINA FUTRL ANd _‘_‘)V NURLINDA SARL 8.E
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BAB Ii

PENGELOLAAN
PERKARA

11 Perkara

Sisa Perkara di Putus

11 Perkara Gugatan

0 Perkara Permohonan

N Y A % Perkara
&79 Perkara

Perkara Masuk

sesreasousen | PeP!r'!u(r ara
489 porkar

. 0 Perkara

Perkara Peninjauan Kembali

&£69 Perkara

Diputus tepat waktu

323 Perkara Gugatan
126 Perkara Permohonan

92 Perkara

) o

Mediasi

Berhasil 2%

Tidak Berhasil 68

Tidak dapat dilaksanakan 0

—




KEADAAN
PERKARA
KERDRAN PERKARA TINGKAT PERTRAMA

isa perkara tahun 2022 di Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebanyak 11 perkara, terdiri dari 11 perkara
gugatan dan O perkara permohonan. Dan Penerimaan perkara pada tahun 2022 di Pengadilan Agama
Prabumulih mengalami peningkatan dari tahun 2021. Pada tahun 2022 diterima sebanyak 479 perkara,
sedangkan tahun 2021 sebanyak 458 Perkara. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya perkara itsbat nikah
terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Prabumulih di Tahun 2022. 479 perkara yang diterima di
tahun 2022 terdiri dari 333 Perkara Gugatan (70%) dan 146 Perkara Permohonan (30%). Dari jumlah 1 perkara sisa
tahun 2021 dan penerimaan tahun 2022 tersebut telah diselesaikan sebanyak 469 perkara, sehingga tahun 2022

tersisa 11 perkara,

1 |Harta Bersama 1 3 4 4 1 0
2 |Cerai Talak 0 83 83 79 10 4
3 |Cerai Gugat 0 242 242 235 30 7
4 |Itsbat Nikah (Contentius) 0 2 2 2 0 0
5 |Penguasaan Anak 0 2 2 0 0
6 |Waris 0 1 1 1 1 0
1 |Penetapan Ahli Waris 0 10 10 10 1 0
2 |Dispensasi Kawin 0 48 48 48 1 0
3 |Permohonan Istbat Nikah 0 83 83 83 1 0
4 |Perwalian 0 4 4 4 1 0
5 |Pengangkatan Anak 0 1 1 1 0 0

Perkara Permohonan

Keadaan Perkara Tingkat Pertama

350

300

250

200

150

100

50

SISA 2021 MASUK JUMLAH PUTUS 2022 CABUT 2022  SISA 2022
2022 PERKARA

M Perdata Gugatan  ® Perdata Permohonan
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M Perdata Gugatan 333 Perkara

B Perdata Permohonan 146 Perkara

Penerimaan Perkara Berdasarkan Bulan

1 |Januari 33 6 39
2 |Februari 29 7 36
3 |Maret 42 11 53
4 |April 12 3 15
5 |Mei 21 57 78
6 |Juni 32 12 44
7 |Juli 25 8 33
8 |Agustus 35 8 43
9 |September 21 6 27
10 |Oktober 28 14 42
11 |November 37 8 45 /
12 |Desember 18 6 24
Total 333 146 479 /

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

B Mabuk 1 Perkara

B Madat 2 Perkara

m Meninggalkan salah satu pihak
9 Perkara

B Dihukum Penjara 1 Perkara

W KDRT 1 Perkara

m Perselisihan/Pertengkaran terus
menerus 235 Perkara

B Murtad 2 Perkara

W Ekonomi 11 Perkara
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KERDARN PERKARRA
TINGKAT BRANDING

Perkara yang dimohonkan
Banding pada Pengadilan
Agama Prabumulih Tahun
2022 adalah sebanyak 4
perkara.

KEADARN PERKARA
TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Pengadilan Agama Prabumulih
tidak menerima permohonan
peninjauan kembali pada Tahun
2022

KERDAAN PERKARRA

TINGKAT KASASI
Perkara yang dimohonkan Kasasi
pada Pengadilan Agama

Prabumulih Tahun 2022 adalah
sebanyak 1 perkara.
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PENYELESAIAN
PERKARA

JUMLAH 515A PERKARA YANG DI PUTUS

Sisa perkara Tahun 2021 sebanyak 1 perkara yaitu
1 perkara gugatan dan sisa perkara tahun 2021
tersebut telah di putus di tahun 2022

PERKARA
Jenis Perkara Sisa Tahun 2021 Diputus Tahun 2022 Jumlah
1 |Gugatan 1 1 0
2 |Permohonan 0 0 0

JUMLAH PERKARA YANG DI PUTUS TEPAT WAKTU

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan penyelesaian perkara ada
Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu
5 (lima) bukan termasuk penyelesaian minutasi. Dan
Pengadilan Agama Prabumulih dapat penyelesaikan
perkara yang diputus tepat waktu tersebut sebanyak 469
perkara dari 469 perkara yang putus di tahun 2022.
Sehingga persentase perkara yang diputus tepat waktu
adalah 100%.

500
450
400
350
300
250
200
150
100

50

PERKARA

PERKARA PUTUS TAHUN PUTUS TEPAT WAKTU
2022
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JUMLAH PERKARA 4YANG TIDAK MENGRJUKAN UPAYA HUKUM

Banding

Banding adalah salah satu jenis upaya hukum
bagi Penggugat maupu Tergugat untuk
meminta pada pengadilan yang lebih tinggi
agar melakukan pemeriksaan ulang atas
putusan pengadilan agama karena dianggap
putusan tersebut jauh dari keadilan atau karena
adanya kesalahan-kesalahan di dalam
pengambilan keputusan.

Dari 469 perkara yang diputus pada tahun 2022,

jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding sebanyak 465 perkara.

Kasasi

Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau
kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Terdakwa atau penuntut
umum dapat mengajukan kasasi bila masih merasa belum puas dengan isi putusan
pengadilan tinggi kepada mahkamah agung.

Pada tahun 2022 ada 1 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi

T’eninjauan Kemball_

Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh
oleh pihak perkara dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia
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https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri

I

JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL DI MEDIAGI

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral,
yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak
yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan
guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pada Tahun 2022, dari 333 Perkara Gugatan yang disidangkan Pengadilan Agama
Prabumulih terdapat 92 perkara yang dimediasi. Dari 92 mediasi tersebut 24 perkara
berhasil di mediasi dan 68 perkara tidak berhasil di mediasi. Sehingga keberhasilan
mediasi adalah 26,1% dari total mediasi di tahun 2022

Berhasil 17 Perkara
26.1%

AKIM MEDIATOR
Ama PRABUMUL; Y
IHK.0%/Vili/2p24

n 'm‘ ‘ m- YA PRATAMA

mn |.,
«naauuau.,

Tidak Berhasil 62 Perkara
73.9%

S TN

&2
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RAKREDITASI PENJRMINAN MUTU

[APM)
4

I engadilan Agama Prabumulih berhasil meraih Nilai
“A” (Excellent) dalam Akreditasi Penjaminan Mutu
(APM) Tahun 2020. Hal ini berdasarkan surat Direktur

Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor : ANC IREDITASI PEM tAMINAN MUTU
A PEN AN AGAMA PRABUMUL AS 1l

3955/DjA.3/HM.00/11/2020, tanggal 30 November 2020, = -

perihal Hasil Rapat Komite Keputusan Akreditasi * '

Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020,
Pengadilan Agama Prabumulih meraih predikat A
(Excellent) di Tahun 2020, sehingga Predikat APM naik
dari B pada Asesment Eksternal Tahun 2019 ke A
Excellent pada Surveilance pertama Tahun 2020 dan
berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Nomor: 4733/DJA/OT.01.3/X/2021,tanggal 09
Oktober 2021, tentang Pelaksanaan Asesment
Surveilance dan eksternal APM Tahun 2021.

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama MA-RI Nomor 2918/DjA/OT.01.3/10/2020 tanggal 24 Oktober 2020 perihal Pemberlakuan Pedoman
Akreditas Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Prabumulih membuat Surat
Keputusan terkait dengan Akreditasi Penjaminan Mutu yaitu SK Nomor W6-A12/271.a/OT.01.3/V1/2021 perihal
Struktur Tim Penjaminan Mutu (TPM) pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2021 dan Pengadilan Agama
Prabumulih telah melaksanakan Assesment Eksternal oleh tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilag,
didampingi oleh pejabat dari PTA Palembang pada tanggal 11 November 2021 yang hasil dari Surveilance ke |
tersebut di umumkan pada Tahun 2022. |

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 6-8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
Telepon (021) 29079177, Faksimile (021) 29079277, 29079211
Home Page: hitps://badilag.mahkamahagung.go.id
e-mail: ditjien.badilag@mahkamahagung.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 649/DjA/HM.01/2/2022

SemftkatAkredltaﬂ Penjaminan mypy

B
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama adan Peradlldn Agama

Mahkamah Agung Republik Indonesia 515/DjA/OT.00/2/2022 Tanggal 07 Februari Nomor; ozs/DfA/SER
2022 Tentang Penetapan Hasil Assesment Akreditasi Penjaminan Mutu Badan | T/1
Peradilan Agama Tahun 2021, dengan ini kami beritahukan bahwa :

/2021

Diberikan kepada :
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Prabumulih | PEN X
Kelas | | GADILAN AGAMA PRABY
Wilayah : Pengadilan Tinggi Agama Palembang MULIH
Surveillance : Surveilance 2 Terakreditsc:
Predikat : Tetap A*** reditasi:
| UAn
Serveillance/Penilaian Ulang berikutnya dilakukan pada tahun 2022 A (Excellen t)
Demikian kami beritahukan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. ! Sertifikat oLl Peniy
minan Muty B
0 ebruan 2022 Penilaian kempgj; pada: adan Peradilan Agama inj akap dilakukan

L Desember 2021

/\ I Desember 299,
AcoNyr, SH., M.H.

-ﬂ’ Top Leader on Digital Implementation B
F20 Pelopor Perubahan Pembangunan ZI MA RI

Jakarta, 4 Januari 2071

Ketua Tim
A
kreditasi Penjaminan Muty Direktur Jendera]

Badan Peradilan Agama
. =y
Drs. Arief Higy t, S.H, MM, Dr. MC\T
d “Drs. H. AcoNur, 5 11
, SH, MH,
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POSBAKUM

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk
memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum
yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman,
Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara
bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan
sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan
orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang
tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Pada Tahun 2022, Pengadilan Agama Prabumulih telah memperoleh alokasi anggaran Posbakum sebesar Rp
30.450.000,- yang tertuang dalam DIPA No. DIPA-005.01.403412/2022, Tanggal 17 November 2021.

Posbakum Pengadilan Agama Prabumulih memberikan layanan berupa:

a. pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.

b. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

c. penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat
memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pelayanan Pos bakum untuk tahun 2022 berkerjasama dengan pihak ketiga yaitu Rumah Bantuan Hukum LBH
Prabumulih Sebenean berdasarkan perjanjian kerjasama nomor W6-A12/003/PL.08/1/2022 tanggal 03 Januari
2022. Selama tahun 2022 terdapat 326 orang yang menggunakan jasa posbakum dalam berperkara di Pengadilan
Agama Prabumulih.

ALOKASI REALISASI
ANGGARAN TARGET ANGGARAN JUMLAH LAYANAN

Rp 30.450.000 250 Rp 30.450.000 394

JENIS JASA POSBAKUM

58% B Jasa Gugatan 230 Orang
B Jasa Permohonan 164 Orang
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Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan, layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara
di pengadilan, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat
berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Pengadilan Agama Prabumulih di tahun 2022 telah mendapatkan anggaran untuk perkara Prodeo sebesar Rp.
7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan telah terealisasi Rp. 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu
rupiah) atau sebesar 80.57% untuk 14 perkara.

ALOKASI REALISASI

ANGGARAN | TARGET REALISASI SISA % JUMLAH LAYANAN

Rp 7.000.000| 10 Orang (Rp  5.640.000(Rp 1.360.000| 80.57 % 14 Orang

REALISASI ANGGARAN PRODEO
TAHUN 2022

REALISASI Rp5.640.000

ANGGARAN

INFO LAYANAN BANTUAN HUKUM

LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
-Alokasi Anggaran : Rp. 7.000.000,-
-Volume : 10 orang

-Sasaran Penerimaan Bantuan : Masyarakat tia.l: mampu
di wilayah Kota'®Rrabumulih

-Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, seperti Jamkeshase
Raskin, PKH, BLT (jika ada) / 5
-ldentitas diri u

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022




BAB lli

SUMBER DAYA
MANUSIA




KOMPOSiS|
a0

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah organisasi dapat
berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, organisasi
akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah
terpenuhi.

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari Seorang Ketua dan Seorang Wakil Ketua, dan dibantu hakim
dalam persidangan dan penyelesaian perkara. Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Pasal 114 ayat (2) disebutkan bahwa
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas Il dipimpin oleh Panitera. Dengan susunan organisasi sesuai
dengan Pasal 117terdiri dari Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda
Hukum.

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan, Pasal 322 ayat (2)disebutkan bahwa Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas Il
dipimpinoleh Sekretaris. Dengan susunhan organisasi sesuai dengan Pasal 325 terdiri dari Subbagian
Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

KETUA
LUKMIN, S.Ag., M.E

HAKIM

IIUMAIDI, S.H

WAKIL KETUA

| ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I, M.H.

FIQHAN HAKIM, S.H.I

PANITERA
AHMAD MARZUKI, §. Ag

PANMUD HUKUM
RIZKI AMELIA, S.E., S.H.

n STAF
| SITI NUR ZHAFIRAH, §. H
b

&
i

o
!

PANMUD PERMOHONAN
gl AL MUALLIF, S, Ag
PANITERA PENGGANTI
PERA YUNIATI, S.H

PANMUD GUGATAN
HAFISL, . H

SADANA, §.H.

JURUSITA PENGGANTI ——
DESI KUSKIKI, §.H.

JURUSITA PENGGANTI
APRILIA ANDIKA PUTRI, A.Md.

'VENIA ANANTI FIDIAMTIZ, A.Md

P  SEKRETARIS
v MUHAMMAD FIRDAUS, S. Kom

D IASDIAG HIENCANAAN . KASUBAG UMUM DAN
STAF
INDAH WAHYU RAMADHANY A.Md

& KASUBAG KEPEGAWAIAN
= & ORTALA
E RADA FAISAL, §.Kom

KEUANGAN
NURBAITI, §.Th.I

o . SILVY MONICA, A.Md

Keterangan :
—————— + Garis Koordinasi
: Garis Tanggung Jawab
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Dalam Pelaksanaan tugas, Pengadilan Agama Prabumulih didukung
oleh sumberdaya manusia yang terdiri dari pegawai Teknis Yudisial
dan Non Teknis Yudisial

Pegawai Teknis Yudisial

Pegawai teknis pada Pengadilan Agama Prabumulih berjumlah 14 orang yang meliputi, ketua, wakil
ketua, hakim, panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita dan pelaksana tugas teknis

KETUA
LUKMIN, 8.Ag., M.E
AR WAKIL KETUA
ﬂ m"‘"}]‘ SH ERNI MELITA KURNIA LESTARIL, 5.H.1,, M.H.
n FIQHAN HAKIM, 8.H.1

PANITERA
AHMAD MARZUKL §. Ag

I

L] ] !

2 PANMUD HUKUM PANMUD CUGATAN PANMUD PERMOHONAN
RIZKI AMELIA, 8.E., §.H. HAFISL, 8. H AL MUALLIF, 8. Ag

STAF .
@ STAF | PANITERA PENGGANTI
\| 5171 NUR ZHAFIRAR, 8. H 9 SADANA, 8.8, PERA YUNIATI, 5.1
JURUSITA PENGGANTI ——
VENIA ANANTI FIDIANTIZ, AMd DESI KUSKIKI, §.H.

L) | JURUSITA PENGGANTI
| | APRILIA ANDIKA PUTRI, A.Ma.

Pegawai Non Teknis Yudisial

Pegawai Non teknis pada Pengadilan Agama Prabumulih berjumlah 5 orang yang meliputi Sekretaris,
Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawai dan Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag
Teknologi Informasi dan Pelaporan yang saat ini masih kosong serta Pelaksana yang membantu tugas
Non Teknis.

SEKRETARIS
MUHAMMAD FIRDAUS, §. Kom

I
| | |

KASUBAG PERENCANAAN KASUBAG UMUM DAN SN ASUBAG KEPEGAWAIAN
‘ IT & PELAPORAN ‘ & KEUANGAN e & ORTALA
NURBAITI, §.Th.l E RADA FAISAL, §.Kom
|
STAF
INDAH WAHYU RAMADHANY A.Md

=N i —
=1 | SILVY MONICA, A.Md
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Statistik Pegawai

Ketua
Wakil Ketua

Hakim

Panitera
Panitera Muda

Panitera Pengganti
JABATAN TEKNIS YUDISIAL JABATAN NON TEKNIS YUDISIAL

. . JUMLAH
llllllllllll Kepala Sub
niter Panitera Muda - A PEGAWAI
engganti engganti Bagia

Jurusita Pengganti

Sekretaris

Kepala Sub Bagian
Staf

o
-
N
w
»
(3}

Komposisi Pegawai v
Berdasarkan Pendidikan 10 Orang

v

E73 GOLONGAN Il

= \
2 GOLONGAN IV

Komposisi Pegawai

Berdasarkan Jenis Kelami

Laki-Laki
42 1%

8

Perempuan
SIS
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MUTRSI & PROMOGI

Mutasi Kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil, seperti
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pensiunan, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.

Adapun tujuan dari mutasi adalah:
¢ Untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai.
¢ Untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan.
e Untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai

MUTASI DAN PROMOSI KELUAR TAHUN 2022

JABATAN
MUTASI & PROMOSI KELUAR KETERANGAN

JABATAN

MUTASI & PROMOSI KETERANGAN
LAMA
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Pensiun atau purnatugas adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan
harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda), Pada tahun 2022 tidak ada pegawai
Pengadilan Agama Prabumulih yang Pensiun.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TANGGAL

NAMA DIKLAT

JENIS

TANGGAL DIKLAT

1 [19970426 2020122005 |Apriliz Andika Putri, AMd. 28 Juni 2022 m:::;::::aﬂ:i; gii‘::;:;?:ﬂ::k::a::z:" Manajemendan | piat Pra Jabatan = Fm;;;:' 15 Juni
2 |19830420202012 2007 |indah Wahyu Ramadhany, AMd. 13 Mei 2022 iﬁ:::::;:r‘:::";z:ﬁiﬁ:;:: Fz';:: Fengadion Agamm. Semtayoh Diklat Teknis 12 sd. 13 Mei 2022

3 [13860313 2019032009 |Desi Kuskiki, S.H. 13 Mei 2022 rﬂi;:;f::‘:ﬂzi:?::l::g::‘ P;"]':: FEStcatRats et Srowk-aal) Diklat Teknis 12 5d. 13 Mei 2022

4 [19930817 2017121007 |Humaidi, 5.H. 08 Juni 2022 Bimtek Kehumasan dan Public Speaking Juru Bicara Diklat Teknis 06 sd. 08 Juni 2022

5 [198810302015031001 |Rada Faisal, 5. Kom., MH. 08Juni2022  |Bimtek Kehumasan dan Public Speaking Juru Bicara Dikiat Teknis 06 sd. 08 Juni 2022

6 [15970903 2020122 009 | Siti Nur Zhafirah, 5.H. 08 Juni 2022 Bimtek Kehumiazan dan Public Speaking Juru Bicara Diklat Teknis 06 sd. 08 Juni 2022

7 |15730621 2005304 1003 |Muhammad Firdaus, 5. Kom 08 Juni 2022 Pengelolaan Keuangan Negara Diklat Teknis 06 sd. 08 Juni 2022

2 [1993100620180232 013  |Silvy Monica, AMd. 08Juni2022  |Pengelolazn Keuzngan Negara Dikiat Teknis 06 sd. 08 Juni 2022

% |[1571053115%303 1001 |Ahmad Marzuki, 5.Ag. 10 Juni 2022 Bimtek Pendampingan Pelaksanaan Z| Diklat Teknis 08 sd. 10Juni 2022

10 |157%20621 2005904 1 003 | Muhammad Firdaus, 5.Kom 10 Juni 2022 Bimtek Pendampingan Pelaksanaan ZI Diklat Teknis 08 sd. 100uni 2022

11 |15730621 200504 1003 |Muhammad Firdaus, 5. Kom 08 Desember 2022 |Pelatihan Kepemimpinan Administrator [PKA) Diklat Teknis E::_:e.:ls;u; ?‘_?.'I-Zilzl

12 [157410102005021001 |Lukmin, 5.Ag., ME. 14 Desember 2022 :'I“;'f:;“k"k Adrinesas) Bears pac BEA Falembeng o PASewttah BTN miat Tokns 12 sd. 14 Desember 2022
13 [157105311999031001 |Ahmad Marzuki, S.Ag. 14 Desember 2022 :T:'S;Te"”k A e e o P Sendlayah ETA s o fo 12 5d. 14 Desember 2022
12 15860313 2019032009 |Desi Kuskiki, S.H. 14 Desember 2022 gﬂ’:ﬁ;ﬁmﬁ A - e B o PA Sewdlayah PTA. | pat Tekis 12 5d. 14 Desember 2023
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BAB IV

PENGELOLAAN
KEUANGAN, SARANA
DAN PRASARANA
DAN TEKNOLOGI

REALISASI ANGGARAN
96,17% 96,37%

N
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PENGELOLARN KEURNGAN

Pagu anggaran Pengadilan Agama Prabumulih 2022 dituangkan dalam 2 (dua) DIPA yaitu DIPA
Badan Urusan Administrasi (401949) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

(403412)

e Secara keseluruhan, anggaran belanja pegawai tahun 2022

berjumlah Rp. 2,032,080,000,-. Realisasi anggaran belanja
pegawai yang merupakan pelaksanaan dari rencana
penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember
2021 secara keseluruhan berjumlah Rp. 1,938,730,314,- Sisa
anggaran belanja pegawai tahun 2021 sebesar Rp.
93,349,686,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat
puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam
rupiah), dengan persentase sebesar 95.41 %.

Secara keseluruhan anggaran belanja barang tahun 2022 di
Pengadilan Agama Prabumulih  berjumlah Rp.
998.644.000,- dengan Realisasi sampai dengan 31 Desember
2022 berjumlah Rp. 960.418.189,- sehingga sisa anggaran
belanja barang adalah Rp. 38.225.811,- dengan persentase
sebesar 96,17 %.

PAGU DAN REALISASI

DIPA O05-0OI-40I1949
96,177

95,417%

99,647%

BELANJA
MODAL

BELANJA
PEGAWAI

BELANJA
BARANG

5

Pagu : Rp. 998.644.000,-
Realisasi : Rp. 960.418.189,-
Sisa : Rp. 38.225.811,-

5

Pagu : Rp. 2,032,080,000,-
Realisasi : Rp.1,938,730,314,-
Sisa : Rp.  93,349,686,-

53

Pagu : Rp. 6.832.577.000,-
Realisasi : Rp. 6.808.187.146-
Sisa : Rp.  24.389.854,-

Belanja modal adalah belanja barang yang meliputi keseluruhan pengeluaran untuk pengadaan/ memperoleh tanah/
peralatan, mesin/ gedung, dan bangunan/ jalan, irigasi dan jaringan/ fisik lainnya meliputi biaya pembelian/ kontruksi/
perolehan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan. Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Prabumulih memiliki total
pagu anggaran belanja modal tahun 2022 sejumlah Rp. 6.832.577.000,-, Dari Pagu tersebut terealisasi sejumlah Rp
6.808.187.146,- dengan persentase sebesar 99,64%. sehingga sisa anggaran belanja modal tahun 2022 berjumlah Rp.

24.389.854,- .

PAGU DAN REALISASI
DIPA 005-04-403412

PRODEO

Pagu : Rp. 7.000.000,-
Realisasi : Rp. 5,640,000,
Sisa : Rp.1,360,000,-

POSBAKUM

Pagu : Rp. 30,450,000,
Realisasi : Rp. 30,450,000,-
Sisa : Rp. 0,-

Program kegiatan DIPA-04 adalah Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Agama berupa Layanan Posbakum dan
Pembebasan biaya perkara. Pagu anggaran tahun 2022
sejumlah Rp. 37,450,000,- yang terdiri dari Rp. 30,450,000,-
untuk layanan posbakum yang realisasinya mencapai 100%
atau sejumlah Rp. 30,450,000,, dan pagu anggaran
pembebasan biaya perkara/prodeo sejumlah Rp. 7.-000.000,-
dengan realisasi 80.57 %.

Pada tahun anggaran 2022, Pengadilan Agama Prabumulih
mendapatkan anggaran peningkatan manajemen peradilan
agama sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berupa
biaya perkara prodeo Rp. 5,640,000,- dan sisa Rp. 1,360,000,-.
sehingga realisasi total dari DIPA 04 sebesar Rp. 36,090,000,-
atau 96.37 %.
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GRAFIK REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Rp7.000.000.000
Rp6.000.000.000
Rp5.000.000.000
Rp4.000.000.000

Rp3.000.000.000

Rp2.000.000.000 Nilai SMART
Rp1.000.000.000 E
Bailk
- — 1
Rp- . T :
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal DIPAO4 T 100
EPAGU Rp2.032.080.000 Rp998.644.000 Rp6.832.577.000 Rp37.450.000 100 01,67
BREALISASI Rp1.938.730.314 Rp960.418.189 Rp6.808.187.146 Rp36.090.000
mSISA Rp93.349.686 Rp38.225.811 Rp24.389.854 Rp1.360.000 75
53,95
s0
25
1,58
]
¥ Penyerapan @ Konslstensl TRO Eflslensl @ Nilal Eflslensi

Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan negara yang diperoleh karena pemberian pelayanan
jasa/penjualan barang milik negara untuk departemen/lembaga kepada masyarakat. Jenis Penerimaan Negara Bukan
pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya berasal yang dari biaya
perkara berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 terdiri dari:

a. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

b. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding;

c. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan

d. Hak Kepaniteraan Lainnya.

HAK-HAK KEPANITERAAN | HHK )

1 |IF Perkara { F [ F ! Rp 13.980.000
REALIASASI 2 |Relaas Panggilan Pertama kepada F F / Pelawan / F Rp 5.570.000
3 |Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat / J Terlawan | Rp 3.370.000
4 |Pe ik atas F i Rp 40.000
5 |Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada F /P / Pelawan, F Rp 50.000
& |Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat / Terlawan /Terbantah Rp 2350000
7 |Surat Pencabutan Gugatan Rp 460.000
g | F p Putusan Verstek Rp 10.000
9 i Py /P Rp 4.550.000
Jumilah | Rp 30.380.000
D
1 [Pendaftaran Permchonan Banding Rp 200,000
Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding Rp 30.000
3 |Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp 40.000
4 |Relaas Penyerahan Memori Banding Rp 40.000
5 |Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Rp 40.000
& |Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding Rp 40.000
7 |Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding Rp 40.000
10 |Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding Rp 30.000
11 |Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Rp 30.000
Jumiah Il Rp 490.000

Ill. Tingkat Kasasi

1 |Pendaftaran Permohonan Kasasi Rp 50.000
2 |Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Rp 10.000
3 [Relaas Penyerahan Memori Kasasi Rp 10.000
4 |Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi Rp 10.000
Jumiah Il Rp B80.000
V. Peninjauan Kembali
NIHIL -
Jumlah IV Rp
1 e F i Rp 10.000
Jumlah V Rp 10.000
. -Hak Kepaniteraan Lainnya
1 |Sisa Uang Panjar Perkara yang lebih dari 6 bulan tidak diambil oleh pihak ketiga Rp 565.000
2 |F /5 F /P F Rp 4.083.500
3 |Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniterzan pada Pengadilan Agama Rp 4.220.000
4 | Surat identil untuk i Pihak yang dif Rp 250.000
5 |Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah padz Panitera Badan Peradilan Rp 550.000
Jumlah V1 Rp 9.668.500
Jumiah FHEHIHV+ Rp 40.628.500
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Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2021, sebagai penyempurnaan dari PERMA No.3 Tahun 2020 tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Dirjen Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan Surat Edaran
Nomor 0424/DJA/HM.00/11/2021, Tanggal 11 Februari 2021, mengenai Penerapan Administrasi Register Perkara dan
Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Pengadilan Agama. Berdasarkan data E-Keuangan Pengadilan Agama
Prabumulih yang datanya terintegrasi dengan SIPP, Saldo awal tahun 2022 sebesar Rp. 3.450.000,- kemudian ditambah
dengan jumlah penerimaan yang berasal dari panjar biaya perkara tahun 2022 sebesar Rp. 408.591.500,- dan dikurangi
dengan pengeluaran yang terdiri dari Biaya Pemberkasan, Panggilan, Pemberitahuan, Descente, Materai, PNBP, serta
Pengembalian Sisa Panjar sejumlah Rp. 397.314.500,- sehingga saldo akhir keuangan perkara per 31 Desember 2022
adalah Rp. 11.277.000,- yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 4.952.500,- dan saldo rekening Bank Syariah Indonesia
dengan nomor rekening 7132171321 sebesar Rp. 6.324.500 ,-

LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN 2022

1 Saldo Awal Rp 3.450.000
2 Penerimaan Rp 405.141.500
3 Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*) Rp 23.500.000
4 Biaya Panggilan Rp 171.175.000
5 Biaya Penerjemah Rp -
6 Biaya Pemberitahuan Rp 46.830.000
7 Biaya Sita Rp -
8 Biaya Pemeriksaan Setempat Rp 16.630.000
9 Biaya Sumpah Rp -
10 |Biaya Pengiriman Rp 2.703.000
11 [|Materai Rp 4.560.000
iz PNBP
Biaya Pendaftaran Rp 14.230.000
Biaya Redaksi Rp 4.550.000
Biaya Penyampaian Relaas Rp 12.350.000
13 |Pengembalian Sisa Panjar Rp 100.786.500
14 |Biaya Lain-lain Rp -
Jumlah Rp 408.591.500 | Rp 397.314.500]
Saldo Akhir Rp 11.277.000)
Saldo Bank Rp 6.324.500
Saldo kas tunai Rp 4.952.500)
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PENGELOLARD SARANA
DAN PRASARANA

Dalam usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Agama Prabumulih akan terus
meningkatkan semua aspek kegiatan organisasi termasuk di dalamnya peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana
yang dapat menunjang tercapainya pelaksanaan tugas yang efektif, efisien dan nyaman bagi pegawai, tamu dan
tentunya para pihak perkara yang datang di Pengadilan Agama Prabumulih.

NO| SARANA / PRASARANA  JUMLAH

Ruang Ketua

Ruang Wakil Ketua
Ruang Hakim
Ruang Sidang
Ruang Panitera
Ruang Sekretaris
Ruang Kepaniteraan

Ruang Kesekretariatan

0 W < AW N

Ruang Panitera Pengganti
Ruang Juru Sita
Ruang Media Center
Ruang Arsip
Perpustakaan
Ruang APM/ZI
Ruang PTSP

Ruang Mediasi
Ruang Server

Ruang Laktasi
Ruang Bermain Anak
Ruang Kesehatan
Ruang Genset
Ruang Panel

Ruang Advokat
Ruang Bank / POS
Gudang

Janitor

Pantry

Toilet Pria

Toilet Wanita

1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
4
4
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Pengadaan Sarana dan Prasarana

2,029,784,408,- atau 99.60% dari anggaran.

Selain itu terdapat juga belanja modal Layanan Prasarana Internal berupa Pembangunan/renovasi ged
pada tahun 2022 sejumlah Rp. 4,686,230,000,-, Dari Pagu tersebut terealisasi sejumlah Rp. 4,675,414,738,

6.744 m2 hasil hibah dari Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2020.

LAYANAN SARANA INTERNAL
Rp. 2,132,772,408,-

LAYANAN PRASARANA INTERNAL
Rp. 4,675,414,738,-

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan Kantor Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun 2022 berupa
meliputi pemeliharaan gedung kantor dan halaman kantor, pemeliharaan ja
pagar gedung kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 31,750,000,- terealisa

jedung gn bangunan
|i5t%;€|fan internet

atau99.9

Sedangkan Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor selama sat
peralatan dan mesin meliputi perawatan kendaraan roda 4 dan roda 2, perav
lainnya senilai Rp. 115,790,000,- dengan reaisasi Rp. 111,180,713,- atau 96.02%

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

PAGU

REALISASI

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

0 25 50 75 100 125
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PENGHAPUSAN

v

ﬁI

enghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari
ejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
n/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya. Tidak terdapat penghapusan BMN di Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022

KENDARAAN DINAS

KENDARAAN DINAS
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Toyota Rush Daihatsu Xenia Pajero Sport Expander Yamaha Xerox Yamaha Xerox Toyota Fortuner
Tahun 2019 )) 2019 )) 2020 )) 2021 2019 )) 2019 2022
DIPA Pinjam Pakai Pinjam Pakai Sewa MA DIPA DIPA Pinjam Pakai

BG 1184 CZ BG 1072 CZ BG 1214 CZ BG 1419 Z BG 5916 CZ BG 5917 CZ BG 1156 X0

INVENTARIS
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Laptop Mesin Absensi

PC Unit AC UPS

Kursi Kerja Server

Meja Kerja Pri wr Jaringan
Lainnya
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PENGELOLARN TEKNOLOGI
INFORMASI

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Administrasi pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung RI

telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual
(konvensional) ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi (TI), hal ini dikarenakan harus adanya
peningkatan administrasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas seluruh pengadilan di Indonesia yang membutuhkan
akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutakhir.

IMPLEMENTASI E-COURT

R R

Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020, tentang Administrasi
Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga
fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian
pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons). Berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2020,
maka ditunjuklah beberapa pengadilan sebagai pilot project pelaksanaan e-court. Akan tetapi pada kenyataannya,
hampir semua lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung sudah mulai mengimplementasikan proses beracara
melalui sistem elektronik tersebut, salah satu diantaranya adalah Pengadilan Agama Prabumulih.

Sistem e-court Pengadilan Agama Prabumulih memungkinkan Penggugat Pemohon melakukan permohonan atau
gugatan di seluruh Indonesia secara elektronik, tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Pembayaran juga
jadi makin ringkas, karena sistem e-payment memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran
pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang
dimiliki pengadilan tersebut.

Pemanggilan elektronik (e-summons) juga sangat meringkas proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa
dilakukan langsung ke domisili elektronik, termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada

yang bertempat tinggal di wilayah hukum yang berbeda.

Adapun perkara yang diterima dan dan diproses secara e-court pada Tahun 2022, sebanyak 24 perkara, 23 diantaranya
telah di putus dan menyisakan 1 perkara ecourt.

Berikut adalah peta e-court, dan tabel perkara terdaftar e-court di Pengadilan Agama Prabumulih :

11l

VIS|

“MEWUJUDKAN
BADAN PERADILAN
VANG AGUNG”

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2018

ADMINISTRASI PERKARA
DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK

e - Court

The Bectronics justice System

ERA BARU
BERACARA PENGADILAN

DI PENGADILAN
Qe MELALUI
| hitps://ecourt.mahkamahagung.go.id

Jumlah Perkara secara Elektronik

SISTEM INFORMAS!

MODERN UNTUK
PROSES
PERADILAN

yang lebih Cepat,
Sederhana, Biaya
Ringan
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No Nama Satker Diputus Sisa/Masih T —

Diterima Dicabut Dalam
Secara Secara
Proses
Elektronik Biasa LTI N =
~._e-Ffiing @
e - Paymenl Q DOMISILI ELEKTRONIK
1 PA PRABUMULIH 24 5 4 19 23 1
€ - Summons & REGISTER ELEKTRONIK
FASILITAS
@ BERPERKARA




IMPLEMENTASI SIPP

AN N AR

E-REGISTER E-KEUANGAN BLANGKO TAMBAHAN SIPP E-PELAPORAN

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan

informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan.

Penerapan SIPP di Pengadilan Agama Prabumulih telah dilaksanakan sejak tahun 2018 sampai sekarang.

Selama tahun 2022 seluruh user di Pengadilan Agama Prabumulih sudah bisa menggunakan SIPP dalam membantu

penyelesaian perkaranya dan data perkara yang sudah masuk di SIPP persentasenya pada akhir tahun 2022 (31 Desember

2021) prosentase penanganan perkara mencapai angka 99,70%, hasil tersebut berkat kerja tim Implementasi SIPP yang

didukung sepenuhnya oleh pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih dan seluruh stakeholdernya.

Berkaitan dengan publikasi putusan, selama tahun 2022, Pengadilan Agama Prabumulih telah menyelesaikan 469

perkara. Dari 469 perkara ini, semuanya telah di publish pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Dalam penerapannya, seluruh PC (Personal Computer) dan Laptop (Notebook) yang dimiliki Pengadilan Agama

Prabumulih sudah terkoneksi langsung dengan SIPP di PC Server yang sangat membantu mempercepat proses

administrasi perkara sehingga penyalinan, pembuatan dan pencetakan surat-surat dan dokumen-dokumen perkara

dapat dilakukan dengan mudah. Adapun pemanfaatan perangkat Teknologi Informasi tersebut antara lain:

e Membantu petugas Meja 1 (satu) dalam penginputan permohonan/gugatan, SKUM dan yang berkaitan dengan jenis
surat kuasa.

¢ Membantu petugas Meja 2 (dua), Meja 3 (tiga), Hakim dan Jurusita dalam pembuatan dan pencetakan PMH, P4, PHS,
Relaas, Pemberitahuan, Surat Pengantar dan dokumen-dokumen lainnya.

¢ Membantu Panitera Pengganti, Hakim dan petugas yang diberi wewenang dalam pembuatan dan pencetakan Berita
Acara Persidangan, Putusan, Penetapan, AC

@ Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH .
 Ecit Profie

I Perkara  Reg erdofa Jinoyat Jinoyat Anak  Delegasi @Help

DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Startistik Perkara]

£33 STATISTIK PERKARA Home. sanding Kasasi Perinjo

Bsekusi Status Penahanan Status Percara Status Jumal Keuangan Perdata STATISTIK PERKARA ECOURT

P Bulan Piih Tahun
Update terakhir : 11-01-2023 15:01:38

O FERDATA GUGATAN (2)
O FERDATA PERMOHONAN (2]

c Perdata Gugatan
1 PERDATA GUGATAN 20 8 2 7 1 23 2
PERDATA PERMOHONAN 4 s 2 - -

GUGATAN SEDERHANA
4 JNAYAT

PRAPERADILAM JINAYAT
& JNAYAT ANAK

Perbaharui Data

@ RASIO BEBAN PERKARA

Perdata Gugatan
11

Perbaharui Data

1. FERDATA GUGATAN 11 Percara
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BAB V

PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK

PENGADILAN AGAMA
; PRABUMULIH
MAKLUMAT PELAYANAN ’ ' '

DENGAN INI KAMI SELURUH APARATUR 4 I AP Y ) @
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 3
MENYATAKAN KESANGGUPAN MENYELENGGARAKAN PELAYENAN PERADILAN SESUAL
DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN SECARK PROFESIONAL S
BKUNTABEL, TRANSPARAN, EFEKTIF & EFISIEN DAN NYAMAN A
| -
¢ - APLIKASI

‘22 ‘mowsi

¥

o
e

Dr. Ors. H. AGCO NUR, S.H., M.H.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI

Drs.H.R. M. ZAINI, S.H., M.H.L.

? Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

4 . |

" LUKMIN, SAME.

Ketua Pengadilan Agama Parabumulih
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AKREDITAS PENJAMINAN MUTU
[APM)

Pengadilan Agama Prabumulih berhasil meraih Nilai
“A” (Excellent) dalam Akreditasi Penjaminan Mutu
(APM) Tahun 2020. Hal ini berdasarkan surat Direktur
Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor
3955/DjA.3/HM.00/11/2020, tanggal 30 November 2020,
perihal Hasil Rapat Komite Keputusan Akreditasi
Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020,
Pengadilan Agama Prabumulih meraih predikat A
(Excellent) di Tahun 2020, sehingga Predikat APM naik
dari B pada Asesment Eksternal Tahun 2019 ke A
Excellent pada Surveilance pertama Tahun 2020 dan
berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Nomor: 4733/DJA/OT.01.3/X/2021,tanggal 09
Oktober 2021, tentang Pelaksanaan Asesment
Surveilance dan eksternal APM Tahun 2021.

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama MA-RI Nomor 2918/DjA/OT.01.3/10/2020 tanggal 24 Oktober 2020 perihal Pemberlakuan Pedoman
Akreditas Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Prabumulih membuat Surat
Keputusan terkait dengan Akreditasi Penjaminan Mutu yaitu SK Nomor W6-A12/271.a/0OT.01.3/V1/2021 perihal
Struktur Tim Penjaminan Mutu (TPM) pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2021 dan Pengadilan Agama
Prabumulih telah melaksanakan Assesment Eksternal oleh tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilag
didampingi oleh pejabat dari PTA Palembang pa
tersebut di umumkan pada Tahun 2022.

Akreditasi Penjaminan
Mutu (APM)

PENGADILAN

RABUMULIH

Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu £
S ] ; pro— MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
::"“‘1{\ DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
5 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 6-8
) Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
; Telepon (021) 29079177, Faksimile (021) 20079277, 20079211
Home Page: hitps://badilag.mahkamahagung.go.id
e-mail: dilien.badilag@mahkamahagung.go.id

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Agama

Nomor: 025/DjA/SERT /1/2021

SURAT KETERANGAN
Nomor : 649/DjA/HM.01/2/2022

Diberikan kepada:

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH Mahkamah Agung Republik Indonesia 515/DjA/OT.00/2/2022 Tanggal 07 Februari
2022 Tentang Penetapan Hasil Assesment Akreditasi Penjaminan Mutu Badan
Peradilan Agama Tahun 2021, dengan ini kami beritahukan bahwa :

Terakreditasi:
el Satuan Kerja : Pengadilan Agama Prabumulih
A" (Excellent) Kelas T ‘
Wilayah : Pengadilan Tinggi Agama Palembang
i L ! o i Surveillance : Surveilance 2
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama ini akan dilakukan Predikat : Tetap A®*

penilaian kembali pada :

Serveillance/Penilaian Ulang berikutnya dilakukan pada tahun 2022

LDesember 2t Demikian kami beritahukan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

II. Desember 2022
Jakarta, 4 Januari 2021

Ketua Tim Direktur Jenderal
Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama

——a I~ :==21 | Top Leader on Digital Implementation !
Drs. Arief Hidayat, S.H!, M.M. 2 #3187 | pelopor Parubahan Pembangunan ZI MA R
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PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[PTSP)

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau lembaga Pemerintah di Indonesia terus ditingkatkan dan di permudah.
Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan
menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya
disebut “PTSP”). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik

yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal
sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di
dalam satu tempat sebagai wujud keseriusan
Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di
bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut. Oleh
karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
sebagai salah satu direktorat yang ada di Mahkamah
Agung Republik Indonesia, telah mengeluarkan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, tanggal 2
Agustus 2018, tentang Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan
Agama. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan
untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam
satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP
ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip
dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis,
koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Agama Prabumulih
ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang
menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya
sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-
144/KMA/SK/1/2011, tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan, serta Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
026/KMA/SK/11/2012 Tentang Standar Pelayanan
Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang
berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan
untuk:

1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah,
transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.

2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan
anti korupsi, kolusi, hepotisme.

DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS 11

MEJA INFORMASI
Menyampaikan Informasi '9

Menerima dan memilih Permintaan Informasi Tertulis
Menyediakan dan Menginformasikan Jadwal Persidangan
Meregristasi Pengaduan

Menyampaikan Pengaduan kepada yang berwenang

PENDAFTARAN PERKARA

Pendaftaran perkara Gugatan/Permohonan
Pengajuan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kembali

FATIMAH RIZKI W, A.Md

Pendaftaran Permohonan Konsinyasi !
Pendaftaran Permohonan Eksekusi ANISA APRILIA

KASIR

Penaksiran Panjar Biaya Perkara

Pembuatan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
Pembayaran PNBP

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara
Penyerahan bukti-bukti pembayaran

PRODUK PENGADILAN

DES| KUSKIKI, S.H.

= Salinan Putusan/Penetapan
* Akta Cerai

SITI NUR ZHAFIRAH, S.H.

POJOK e-COURT

* Klinik bantuan e-Court
* Penerimaan pendaftaran perkara online (e-Filling)
= Subjek Sosialisasi

RAHMAT HIDAYAT

.
{E} www.pa-prabumulih.go.id pa_prabumulih @ Pengadilan Agama Prabumulih @ PA Prabumulih

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima
dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga
Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
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Untuk lebih prima dalam pelayanan kepada masyarakat selain PTSP yang
tersedia di kantor secara offline, Pengadilan Agama Prabumulih juga
menyediakan PTSP secara online atau E-PTSP. LayananE-PTSP dapat di akses
melalui website https://ptsp.pa-prabumulih.go.id.

HOME LAYANAN TESTIMONI LOKASI

4 e ‘!

-
/4 Sias

Video Call Call Center Website Chat WhatsApp Facebook Instagram

(Layanan Informasi (Layanan Informasi (Layanan Informasi Chat Chat C hat
melSllidegCall) I VicgRPon ) & et (Layanan Informasi (Layanan Informasi (Layanan Informasi
Chat WhatsApp) Chat Facebook) Chat WhatsApp)

Capaian Implementasi PTSP

Penempatan Fasilitas Sarana Layanan Inti Layanan
dan desain Penunjang Pendukung

PA Prabumulih 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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INOVASI PELRYANARN PUBLIK

Inovasi dapat diartikan sebagai proses dan/atau hasil pengembanga
pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan
atau memperbaiki produk, proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai
yang berarti atau secara signifikan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap
kebutuhan informasi dan percepetan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Agama
Prabumulih, serta peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Agama Prabumulih,
maka perlu adanya inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi
kebutuhan tersebut.

NAMA INOVASI PENGEMBANG APLIKASI DESKRIPSI SINGKAT
Penomoran Surat Masuk dan Surat Keluar online Indah Wahyu Ramadhany, A.Md. Penomoran Surat Online dengan Google Sheet
{Sembari Menunggu Sidang Minum Kopi dan Cemilan
Gratis)
SEBAR MIKOCELAG Ahmad Marzuki, 5.4z Memberikan kopi dan cemilan secara gratis kepada
mazyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama
Prabumulih
APLIKASI ARSIP DIGITAL [DIGITASI) Indah Wahyu Ramadhany, A-Md. Aplikasi Digitalisasi Arsip Surat Terintegrasi
A : + T Layanan Peminjaman Arsip Perkara Secara Online
Peminjaman Arsip Perkara Melalui OR Code Siti Mur Zhafirah, 5.H. Melalui OF Code

Pengisian Survey Indeks Kepuasan Masyarakat {IKM)
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ([KM) Aprilia Andika Putri, A.Md. secara online melalui website resmi Pengadilan Agama
Prabumulih, dengan menggunakan Google Form.

Aplikasi untuk pembuatan Surat Keputusan dan Surat

Elektronik Surat Keputusan & Surat Tugas (E-5KT Muha ad Fird 5. Kom
e s ( ) S T Tugas berbasis lokal.

Aplikasi untuk pembuatan Surat Tugas, Surat Perjalanan
Swurat Perjalanan Dinas Elektronik (E-SUPER) Muhammad Firdaus, 5 Kom Dinas beserta lampirannya, realisasi anggaran, dan
laporan hasil perjalanan dinas dengan database terpusat.

Penyediaan kopi gratis bagi masyarakat pencari keadilan
di Ruang Tunggu Sidang.

Penyediaan buku bacaan, majalah, keran untuk para
pihak yang sedang menunggu sidang.

Masyarakat bisa menggunakan stasiun charger untuk
Stasiun Charger Rada Faiszal, 5.Kom mengisi daya handphone atau peralatan elektronik
lainnya.

Coffee Comer Desi Kuskiki, SH

Reading Corner Muhammad Firdaus, 3.Kom

Aplikasi untuk menghitung panjar biaya perkara Cerai
Gugat, Cerai Talak, Ghoib, Dispensasi Mikah, Isbat Nikah,
Banding dan Kasasi secara online. Panjar biaya perkara
Sistem Informasi Biaya Perkara (5| BAPER) Muhammad Firdaus, 5.Kom dalam radius wilayah Kota Prabumulib.

51 BAPER telah tertanam/menempel di website utama PA
Prabumulih.

Pel Prioritas T N Antri Muha 2 Fird 5| Layanman prioritas tanpa nomor antrian untuk lanjut usia,
Siay=nan R B uiEmm HE 3 o R it ey h 1oy I mEeme s e oahs oty s bl

Pelayanan Terpadu 5atu Pintu secara online, dimana

miasyarakat dapat menghubungi petugas PTSP PA
Prabumulih melalui

1. Video call Whatsfpp
2. Call Center telepon kantor
3. Website chat

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Elektronik {E-PTSP) Muhammad Firdaus, 5.Kom i -
4. WhatsApp Chat

%. Facebook chat

&. Instagram chat

E-PTSP telah tertanam/menempel di website utama PA
Prabumulih

Pengisian Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ([KM]
Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Aprilia Andika Putri, A.Md. secara onling melalui website resmi Pengadilan Agama
Prabumulih, dengan meggunakan Google Form.
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Aplikasi Notifikasi Perkara
L2 Berfungsi memberitahukan kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status perkara
yang berjalan melalui SM3

Aplikasi Informasi Produk Pengadilan
Berfungsi memberikan informasi kepada pihak berperkara secara reaf fims mengenai layanan dan
pruduk_ pengadilan

Aplikasi Antrean Sidang e
Berfungsi memberikan pilihan kepada para pihak atau kuasanya untuk menentukan waktu sidang % \ 3 )
sesuai keinginannya secara online :

Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan
Berfungsi membantu menyajikan status data masyarakat miskin gquna pembebasan biaya perkara

- — e
Command Center

Eerilmgsi sebagai pusat data, pusat pengemhangan aplikasi_ ruang rapat virtual dan pusat
pembelajaran jarak jauh.

{6 Aplikasi PNBP Fungsional
- Berfungsi menyediakan informasi pengelolaan PHBP secara terintegrasi.

rREr

Aplikasi E-Eksaminasi
Berfungsi untuk melakukan penilaian kualitas tenaga teknis dalam menjalankan tugas pokok
melalui pemerikzaan berkas perkara secara elektronik

=] Aplikasi E-Register
ok = Berfungsi sebagai sarana melakukan validasi dan audit data perkara pada Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP).

Aplikasi E-Keuangan
Berfungsi sebagai pendukung aplikasi SIPP untuk mencatat semua transaksi keuangan yang
terkait dengan layanan perkara.

Aplikasi Validasi Akta Cerai
Berfungsi sebagai sarana untuk melakukan verifikasi dan validasi akta cerai dengan cara
menginput nomer seri dan nomor akta cerai

Aplikasi Gugatan Mandiri o
Berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan t\lij
qugatan/permohonan mandiri secara onling :

CAMATAR MAKHEN
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PENGAWASAN
PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan sesuai dengan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen.
Secara etis filosofis monitoring /pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan,
memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga
agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya
(doelmatig).

Perspektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok
manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan
sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan
Agama Prabumulih dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas
lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi
peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat
pencari keadilan.

Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan
salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan
berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan, pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu,
pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

A.Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses

lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua)
jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan
Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang
bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus,
dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya
secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas
bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien
sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan
perundang-undangan yangberlaku.

Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang
dilaksanakan Pengadilan Agama Prabumulih secara
rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai
dengan kewenangan masing-masing.

Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap
penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang
sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah
direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi
Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan
menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan
Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah
ilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif).

penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap
instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat
peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau
observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan
atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan
benar tidaknya hal yang diadukan tersebut.

Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan
untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan
dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang
dilakukan;

Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang
harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan,
meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis
hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan,
pembuatan berita acara persidangan, dan tertib
persidangan;

Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang
dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas
untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi
prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara,
pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan
pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang
sudah ditetapkan.
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Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang

berhubungan dengan pengelolaan dibidang
kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan,
tertib, persuratan, tertib perkantoran.

Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat

pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik
dibidang hukum dan keadilan yang mendukung
terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;

Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang
diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil
pengawasan.

1. Pengawasan Melekat

Di dalam pengawasan melekat bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan
terhadap bawahan secara preventif dan represif agar
tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien
sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan
perundangan yang berlaku.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Keduadengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan memenuhi
Ketentuan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 035/KS/IX/2008 tanggal 1 September 2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA Nomor
71/KMA/SK/V/2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja
dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus
Kinerja Hakim dengan Pegawai Negeri Sipil pada
Mahkamah Agung RI, telah dilaksanakan Pengawasan
Melekat di Pengadilan Agama Prabumulih, yakni
pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
pegawai yang bersangkutan, baik dari segi disiplin
masuk dan pulang kerja maupun kinerja bawahan
setiap hari, setiap pejabat mempunyai buku catatan
penilaian pekerjaan untuk dijadikan bahan evaluasi bagi
pejabat tersebut dalam menilai kinerja personil yang
berada di bawahnya. Untuk mencapai hasil pengawasan
yang maksimal, Ketua Pengadilan Agama Prabumulih
telah membentuk Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)
yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi
bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-
masing berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Prabumulih, Nomor W&6-A12/046/0T.1.1/1/2022,
tanggal 03 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim
Pembinaan dan Pengawas Bidang pada Pengadilan
Agama Prabumulih.

1.Yunizar Hidayati, S.H.I sebagai Wakil Ketua
mempunyai tugas sebagai Koordinator Pengawasan,
mengkoordinir laporan Hakim Pengawas Bidang,
mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan,
membuat rekapitulasi hasil pengawasan dan
melaporkannya secara berkala kepada Ketua
Pengadilan Agama Palembang

2. Humaidi, S.H. mempunyai tugas sebagai:
Pengawas Kepaniteraan/Administrasi Perkara, meliputi:
1.Administrasi persidangan dan register perkara
2.Keuanhgan perkara, pelaporan perkara, minutasi dan
arsip

3. Fighan Hakim, SHI mempunyai tugas sebagai berikut :
1.Kinerja pelayanan publik
2.Implementasi SIPP dan Web
3.Manajemen Peradilan dan

/Administrasi Umum, meliputi:
¢ Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan
e Kepegawaian, organisasi, tata laksana dan meja
informasi
¢ Inventaris
Website
e Surat menyurat, arsip dan perpustakaan
e Sarana dan prasarana.

Kesekretariatan

Barang Milik Negara, Keuangan dan

Pelaksanaan pengawasan dilakukan 4 (empat) kali
dalam setahun, namun juga bisa dilakukan setiap bulan
agar pengawasan lebih baik, dan hasil temuan tidak
terlalu banyak yang hasil temuan-temuan dari
pengawasan dilaporkan kepada pimpinan melalui Wakil
Ketua selaku koordinator pengawasan setiap 3 (tiga)
bulan dan temuan tersebut sebagian telah
ditindaklanjuti oleh masing- masing pejabat sesuai
dengan masing-masing bidang tugasnya.

2.Pengawasan Fungsional

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi
untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor
15 Tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap
sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989,
pada Pedoman Umum angka 1 huruf c¢ adalah
pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan
secara fungsional, baik intern pemerintah maupun

ekstern ~ pemerintah  yang dilaksanakan terhadap
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan, agar sesuai dengan rencana dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama

Prabumulih  dalam melaksanakan tugas-tugasnya
diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama
Palembang selaku atasan langsung dan Badan

Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi
Agama Palembang dilakukan dua kali dalam setahun
dan yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 14 sd. 16
Desember 2022, dan hasil temuan dari pengawasan
tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama
Prabumulih.
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3.Pengawasan Rutin

Pengadilan Agama Prabumulih dalam melaksanakan
pengawasan rutin terhadap masing-masing bagian
dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun
Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim
Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari
Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai di atas
sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi
yang digunakan memakai fingerprint sehingga baik
kedatangan maupun pulangnya pegawai bisa dilihat
dari hasil cetak (print-out) setiap bulan, sebagai wujud
implementasi dari KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 dan
SK Sekretaris MARI Nomor35/SK/IX/2008.

4.Pengaduan

Sejak awal beroperasional tanggal O1 November 2018,
Pengadilan Agama Prabumulih telah membuka meja
pengaduan sesuai dengan KMA Nomor 1-
144/KMA/SK/1/2011 tanggal 5 Januari 2011. Oleh karena
keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, meja
pengaduan masih bergabung menjadi satu dengan meja
informasi dan dilaksanakan oleh petugas yang sama.

Selain meja pengaduan tersebut, untuk mengakses
setiap keluhan masyarakat terhadap pelayanan di
Pengadilan Agama Prabumulih telah disediakan
pengaduan berupa

(1) kotak pengaduan/saran,

(2) SMS Nomor 0813-67238960,

(3) email ke pa.prabumulih@gmail.com

(4) www.pa-prabumulih.go.id.

(5) Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung

Pada tahun 2022, tidak ada pengaduan yang masuk ke
Pengadilan Agama Prabumulih.

B.Evaluasi

Bahwa Pengadilan Agama Prabumulih selalu berusaha
melakukan yang lebih baik sehingga evaluasi terhadap
fungsi pengadilan terus dilakukan. Dalam pelaksanaan
tugas pada Pengadilan Agama Prabumulih, ada dua
bidang yaitu bidang kepaniteraan yaitu administrasi
peradilan, kemudian bidang kesekretariatan yaitu
administrasi umum, dua hal tersebut mempunyai fungsi
yang berbeda. Bidang administrasi peradilan yang
terkait dengan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan, sedangkan bidang kesekretariatan membantu
dan mendukung terwujudnya pelayanan prima kepada
masyarakat pencari keadilan, dalam dua bidang
tersebut diatas perlu kami sampaikan yang terkait
dengan evaluasinya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi hasil
pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan Agama
Prabumulih Kelas Il pada tanggal 14 s.d. 16 Desember
2022, Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Kelas Il
telah berjalan cukup baik dan dapat memberikan
pelayanan yang diperlukan kepada pengguna layanan
pengadilan khususnya pencari keadilan, namun belum
secara optimal karena masih terdapat kekurangan atau
kelemahan dari berbagai bidang yang memerlukan
perbaikan, penyempurnaan, penambahan, dan
penyediaan sebagai berikut:
1.Pengadilan Agama Prabumulih Kelas Il agar segera
menindaklanjuti perihal yang menjadi temuan
hatiwasda bilamana terjadi temuan dan
mempertahankan kinerja yang telah berjalan dengan
baik.
2.Pengadilan Agama Prabumulih Kelas Il melakukan
upaya untuk terpenuhinya kekurangan berbagai
fasilitas berupa sarana dan prasarana kerja yang
diperlukan guna tercapaianya pelaksanaan kinerja
yang maksimum dalam mewujudkan Visi dan Misi
Mahkamah Agung RI.

3.Pengadilan Agama Prabumulih Kelas Il memerlukan
pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan SDM petugas dan pejabat di bidang
administrasi perkara khususnya mengenai
adminstrasi perkara, administrasi persidangan, dan
administrasi umum, serta dilakukan kontrol yang
berkesinambungan sebagai pengawasan melekat
oleh atasan terhadap bawahannya sehingga
administrasi berjalan dengan lancar, tertib, benar,
dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.Pengadilan Agama Prabumulih Kelas Il perlu

menanamkan budaya kerja secara cepat, tepat,
cermat, teliti (check and recheck) bagi seluruh
jajaran pengadilan sehingga tidak terjadi kesalahan
dan keterlambatan.

5.Pengadilan Agama Prabumulih Kelas Il perlu

melakukan monitoring dan evaluasi hasil pembinaan
dan pengawasan berjenjang agar diimplementasikan
dengan penuh kesungguhan mulai dari Ketua
Pengadilan sampai dengan unsur pimpinan tingkat
bawah terhadap bawahannya, begitu pula
monitoring dan evaluasi hasil pembinaan dan
pengawasan dalam hubungan kerja oleh Hakim
terhadap Panitera Pengganti dan Jurusita selain
sebagai pengawas bidang, sehingga tidak terjadi
kesalahan, kelalaian, keterlambatan, dan pembiaran.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022



mailto:pa.prabumulih@gmail.com

BAB Vil

PENUTUP

Kesimpulan

e Penyelesaian perkara tahun 2022 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa
dari tahun 2021 sebanyak 1 perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 479 perkara, sehingga
jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2022 sebanyak 480 perkara, dan telah berhasil diselesaikan sebanyak
469 perkara (99,70%), sisanya sebanyak 11 perkara (0.30%).

e Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara, telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/0O01/SK/1/1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada
kesalahan- kesalahan kecil yang perlu diperbaiki/disempurnakan.

e SIPP sebagai aplikasi yang menggunakan teknologi informasi yang digunakan untuk administrasi penanganan
perkara, penyediaan informasi publik, pencatatan kinerja dan pelaporan telah diimplementasikan di Pengadilan
Agama Prabumulih dengan menggunakan versi 5.1.0. (update terbaru). Per 30 Desember 2022 persentase
implementasinya diangka 99,70%.

¢ Pengadilan Agama Prabumulih telah melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung RI dalam hal penerapan e-court
dalam penerimaan dan proses persidangan secara elektronik, sebanyak 24 perkara. Sebanyak 5 perkara dicabut
dan 19 telah berjalan persidangannya. Dari jumlah perkara e-court tersebut 4 perkara diputus secara eletronik dan
19 diputus melalui sidang biasa, sehingga tersisa 1 perkara e-court yang masih berlangsung.

e Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial,
tingkah laku dan perbuatan hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan
secara efektif.

e« Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai SIKEP, SIMARI dan SAPK. Bagian keuangan memakai sistem
aplikasi Keuangan: SAIBA, SAS, E-Rekon . Bagian Perencanaan memakai sistem aplikasi RKA-KL, Sakti E-Monev
Smart DjA dan E-Monev Bappenas. Bagian umum yakni system aplikasi SIPERMARI, SIMAN dan SIMAK-BMN telah

dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan.

e Transparansi keuangan DIPA mapun keuangan perkara telah dilaksanakan dengan maksimal, dan akuntable, Data
keuangan dan realisasi di tampilkan di website dan juga di upload di aplikasi E-BIMA Mahkamah Agung

¢ Jumlah pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum seimbang dengan volume pekerjaan yang harus
dilaksanakan.

e Secara kumulatif, nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2022 berhasil dengan baik

¢ Pengelolaan kenaikan pangkat, mutasi dan gaji berkala berdasarkan tanggal SK dan periode telah sesuai dengan
waktu yang ditetapkan, tidak terjadi keterlambatan.

¢ Komposisi tenaga teknis yudisial dengan non teknis yudisial masih belum sesuai.

Pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan secara prima, dan dengan menggunakan inovasi-inovasi TI
yang terkini sehingga menjadi lebih cepat, efektif dan efisien.
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BAB Vil

PENUTUP

Rekomendasi

-

.Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang,

dimohon dalam mutasi baik Hakim, Panitera Pengganti maupun Jurusita/Jurusita Pengganti agar jumlahnya

dipertahankan, antara yang mutasi keluar dengan mutasi masuk seimbang. Begitu pula SDM non teknis

diharapkan ada penambahan pegawai non sarjana hukum untuk ditempatkan di bidang administrasi

umum/kesekretariatan.

2.Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang,
dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin dan belanja modal khususnya perangkat teknologi
informasi untuk mendukung program perioritas seperti e-court, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan
penyelesaian tugas lainnya sesuai bidangnya masing- masing, serta mendapatkan belanja modal
pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Prabumulih

3..Pembinaan dan pelatihan kepada hakim dan seluruh pegawai perlu terus- menerus ditingkatkan guna
mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang profesional (berwawasan luas, terampil menjalankan bidang
tugasnya dan berakhlag mulia).

4.Selanjutnya kepada seluruh pejabat fungsional dan struktural, disarankan lebih meningkatkan disiplin,

loyalitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing, serta meningkatkan pengetahuan,

keterampilan, dan moralitas.
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